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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di Indonesia banyak demonstrasi yangdeakibat
adanya pemutusan hubungan kerja. Fenomena pemutubangan kerja
memang selalu melahirkan konflik serta kontroversiiantara
perusahaan/pengusaha dan karyawan/pekerja yangng&ergemutusan
hubungan kerja. Menurut definisinya sendiri pemaitububungan kerja
adalah pengakhiran hubungan kerja antara perus@ekana, yang

disebabkan oleh sejumlah faktor penting.

Berdasarkan alasan ekonomis majikan/pengusaha meedaki
kebebasan yang maksimum dalam memperhentikan Ipekérja namun,
pekerja melihat soal pengakhiran ini dari sudutgydrerlainan. Dia
mempunyai kepentingan langsung dan vital untuk ptetaempunyai
pekerjaan yang acap kali merupakan satu-satunysesumpendapatan

baginya dan keluarganya.

Perlu adanya kendali yang berwujud ketentuan-ketenhukum
dan peraturan, tanpa adanya kendali, manusiagsteidorong oleh nafsu

yang menjadikannya berada di luar batas kesadaeam melakukan

p. Danny SimanjuntalPHK dan Pesangon Karyawakakarta:Visi Media, 2007, h.18
2Iman SoepomaRengantar Hukum Perburuhalakarta: Ikrar Mandiri Abadi, Cet.ke-10,
1992, h.66



peras-memeras atau yang kuat akan memakan yand.IBidasarkan
pada pertimbangan tersebut, maka sebagai rangkditenbitkannya
Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenageleryang di
dalamnya menjelaskan secara rinci mengenai pemutugaungan kerja,

sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja.

Menilik Bab serta sederetan Pasal yang tercanalemdUndang-
undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, mekanisemeutusan
hubungan kerja dibagi kedalam dua poin pentingatgtung pihak mana
yang melakukannya. Dua poin penting tersebut yaimekanisme
pelaksanaan pemutusan hubungan kerja oleh perusaesia prosedur
pengajuan pemutusan hubungan kerja oleh karyaweerjpe(kemauan

sendiri).

Dalam Bab Xll, Undang-undang Ketenagakerjaan TaB063
menjelaskan bahwa, pelaksanaan pemutusan hubungga kang
dimaksud meliputi pemutusan hubungan kerja yarjgdedi badan usaha
yang berbadan hukum atau tidak, milik perorangalik persekutuan atau
milik badan hukum, baik milik swasta, negara, maupsaha-usaha sosial
dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus @snpekerjakan

orang lain dengan membayar upah atau imbalan dadertuk lain’

5G. Kartasapoetra dkkHukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Paneasil
Jakarta:Sinar Grafika, 1992, h.14

“Undang-Undang No. 13 Tahun 200Xetenagakerjaan dengan Penjelasannya,
Semarang: Dahara Prize, Cet.ke-3, 2006, h.50



Pasal 151 Ayat (4), menyebutkan bahwa pengusakarjpfbduruh,
serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dadegala upaya harus
mengupayakan agar jangan terjadi pemutusan hubukega Apabila
semua upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan lyalbukerja tidak dapat
dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjébveajundingkan
oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau depegéerja/buruh
apabila yang bersangkutan tidak menjadi anggot&asepekerja/buruh.
Ketika perundingan tersebut di atas tidak mencaparsetujuan,
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kegardpakerja/buruh
setelah memperoleh penetapan dari Lembaga PengeleBarselisihan
Hubungan Industrial. Apabila pemutusan hubungajakenpa penetapan
dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungarstimal maka batal

demi hukum.

Penafsiran perjanjian adalah upaya menentukan apa menjadi
maksud bersama para pihak. Hal ini adalah karepargian itu tidak lain
dari kesepakatan para pihak yang bersangkutan.séfalan dengan
penegasan dalam kaidah hukum Islam yang berbyaygd asasnya akad
itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukarexyalah apa yang

mereka tetapkan atas diri mereka melalui jani

302.

°Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syari'ahjakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h.
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Artinya: “Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengaereka.”(QS. An-
Nuur:33f

Dalam suatu perusahaan, sebelum melakukan kegigag
melibatkan antara pekerja dan pengusaha, diperlk@danya suatu
perjanjian kerja antara majikan/pengusaha sebaipak ppertama dan
pekerja sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian kerjpihak kedua harus
bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah dittapleh pihak pertama
serta dibawah penguasaannya dan kekuasaannya,juselan pihak

pertama harus memberikan kepada pihak kedua bepgfayang sesuéi.

Menaati dan melaksanakan perjanjian dan kesepakadalah
kewajiban dalam Islam lantaran ia memiliki pengayahg baik dan peran
yang besar dalam menjaga perdamaian, memiliki giggang besar
dalam menyelesaiakan berbagai perselisihan danandogg persamaan

hubungarf.

Allah  SWT memerintahkan pemenuhan semua janji dan
kesepakatan, baik itu janji dengan Allah maupungdenrmanusia. Allah

SWT berfirman:

® Departemen Agama RAI-Qur'an dan Terjemahnyaakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, h.156

"Abdul Aziz Al-Kayath,Etika Bekerja Dalam Islam]akarta: Gema Insani Pers, 1994, h.
6

®Sayyid SabigFigh Sunnah 5)akarta: Cakrawala Publishing, 2009, h. 112
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Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aq#al”i
(QS. AI-Maidah:lg

Pengabaian apapun terhadap pemenuhan perintahiaimggeép
sebagai dosa besar dan layak mendapatkan kemadahamurka, serta

Allah SWT mengecam orang-orang yang mengingkaji. jan

Islam memerintahkan agar Muslimin berlaku satu saamanya
seperti saudara dan hidup penuh kedamaian tanfenfsergan dikalangan
mereka, apakah itu pertentangan politik, atau thrigan industri antara
buruh/pekerja dan majikan/pengusaha. Hal itu adplimtah langsung
yang secara jelas ditujukan kepada para majikaglsaha yang berlaku
zalim dan tidak adil agar memperbaiki perbuatanekersebelum Allah

mencabut rahmat berkah-Nya dari mertka.

Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiaplivusecara
adil.™ Sebagai contoh, dalam perekrutan, keputusan-ksegutain seperti
pemutusan hubungan kerja dan upah dimana seorargugsha harus

menetapkannya secara adil dan sesuai kinerja péenih tersebut.

°Departemen AgamaAl-Qur'an dan Terjemahnyajakarta: Yayasan Penterjemah dan
Pentafsir Al-Qur'an, 1993, h. 156

®Fazlur RahmarDoktrin Ekonomi Islamiilid 11, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995,
h. 387

“Muhammad dan R. Lukman Fauromijsi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis]akarta:
Salemba Diniyah, 2002, h. 174



Allah berfirman :
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amana
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaauk
menetapkan dengan adi{®S. An-Nissa’:58)

Islam menghubungkan hubungan antara pekerja dagupaha
dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan sehkegtpanya tidak
dibenarkan untuk melanggar hak yang lain tanpaalgang benal® (QS.
Al-A’raf: 33) yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatang
keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyin da
perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alagang
benar.™

’Departemen Agam#l-Qur'an dan Terjemahnyd).128
Muhammad dan R. Lukman Faurd@p.cit,h. 177
“Departemen Agam#l-Qur'an dan Terjemahnyd).226



Dari ayat tersebut di atas jelas bahwa Islam mengkttika
pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkarkamdalam
melaksanakan pemutusan hubungan kerja jangan sangsanggar hak
manusia (pekerja) tanpa alasan yang benar seraldlarsecara adil dalam

menetapkan pemutusan hubungan kerja.

Hukum Islam menghendaki agar suatu perjanjian biaik
perjanjian profit atau non-profit agar dicatatkataua ditulis, guna
mengantisipasi terjadinya perselisihan diantara ueedelah pihak
dikemudian hari, dibuat suatu perjanjian kerja,gyamana perjanjian kerja
ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman atiak tkur dan sekaligus
harus ditaati oleh masing-masing pihak dari apagyeiah disepakati

bersama sesuai dengan isi perjanjian tersebut.

Dalam hal ini, penulis akan mengadakan penelitiaryayasan
Darul Husna Semarang. Yayasan tersebut merupaksgasagma yang
bergerak dalam bidang pendidikan, yang tentunyandamenjalankan
yayasannya juga tidak bisa terlepas dari adanyaifjpesain hubungan kerja
yang bisa menyebabakan kerugian dan ketidakpuasgirphra pengurus
yayasan yang di-PHK, sehingga dibutuhkan penyelasagar yayasan
dapat menjalankan yayasannya dengan maksimal. &ay@arul Husna
Semarang menarik untuk diteliti karena biasanya ytesan hubungan
kerja yang terjadi sampai dibawa ke pengadilan adgbemutusan

hubungan kerja yang terjadi di suatu perusahadiit,peetapi ini PHK di



sebuah yayasan pendidikan namun kasusnya sampaikatia ke

pengadilan, penulis tertatik untuk menelitinya.

Mengingat adanya suatu pemutusan hubungan kerfeadap
anggota/gurunya di Yayasan Darul Husna, karena yadgerbedaan
pernyataan mengenai adanya suatu perjanjian kerjpygng mengajar di
Yayasan Darul Husna tidak boleh mengajar di sektdath Pemutusan
hubungan kerja tersebut tidak memperoleh ijin dabinas
Ketenagakerjaan, maka yayasan dalam hal ini haramperhatikan

aturan.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk nefig
pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di yayassbtgr Adapun judul
skripsi yang penulis angkat adalaPEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pemutusan

Hubungan Kerja di Yayasan Darul Husna Semar ang)

. Perumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ikditar

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemutusan hubungan keNaydsan
Darul Husna Semarang menurut Undang-undang Noah8m@20037?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pekdksa

pemutusan hubungan kerja di Yayasan Darul Husnafem?



C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusuraips ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara analitis meaigeelaksanaan
pemutusan hubungan kerja di Yayasan Darul Husnaafem
menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islaimadap
pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di Yayasanl barsna

Semarang.

Disamping tujuan tersebut, hasil dari penelitianri@k ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiranarda rangka
memperkaya khasanah pemikiran Islam pada umumnya didam
pemikiran hukm Islam pada khususnya. Manfaat dasil fpenelitian ini
adalah sebagai teguran kepada pihak Yayasan Blsha Semarang
agar lebih mematuhi aturan dalam melakukan pematbsdungan kerja
terhadap gurunya, serta bagi para pekerja agarssegdaporkan ke Dinas

Ketenagakerjaan ketika ada indikasi hak-hak meddkaggar.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penpksnbahasan
mengenai pemutusan hubungan kerja sebenarnya sddat\kan tetapi,

penulisan skripsi, buku-buku atau karya tulis Igamnyang membahas
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secara khusus tentang pemutusan hubungan kerjaisitidang-undang
No. 13 Tahun 2003 studi kasus di Yayasan Darul Bi&marang belum

penulis jumpai.

Dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraildretapa karya

yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kergragain:

Skripsi yang disusun oleh Arjuna Sirait (Universitdadjadjaran),
dalam skripsinya yang berjuduliinjauan Yuridis Atas PHK Sepihak
dengan Alasan Force Majeur Menurut KUH Perdata dan UU NO.13
Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaan.”®Dalam karya ini diterangkan
bahwa PHK secara sepihak dengan alasan force maegrterjadi dalam
beberapa kasus tidak sesuai dengan Undang-Undaggbgalaku karena
dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaankdUH Perdata
tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengerkaadaan memaksa
yang lebih relatif tetapi lebih merujuk pada tindakalam. Serta mengenai
hak dan kewajiban yang timbul apabila terjadi Persam Hubungan Kerja
secara sepihak adalah mengenai ganti kerugianhemog dibayarkan oleh

pihak yang mengakhiri hubungan kerja secara sepihak

Skripsi yang di susun oleh Abdul Hadi Kadarusnonjvdrsitas
Diponegoro ), dalam Skripsinya yang berjudBEberapa Faktor yang

Berhubungan dengan Status PHK Pada Tenaga Kerja di Kec.

BArjuna Sirait, Judul SkripsiTinjauan Yuridis Atas PHK Sepihak Dengan Alasarc€o
Majeur Menurut KUH Perdata dan UU NO.13 Tahun 20Déntang Ketenagakerjaarskiripsi
tidak diterbitkan.
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Banyumanik Kota Semarang Tahun 2000.}° Dalam karya ini

diterangkan bahwa terdapat hubungan yang bermakasaafaktor status
perkawinan, umur, masa kerja, keaktifan di dalaauai luar serikat
pekerja dan kedisiplinan kerja dengan status Pesantiiubungan Kerja
pada tenaga kerja. Hasil penelitian lainnya adaditk terdapat hubungan
antara faktor jenis kelamin, posisi jabatan dandisinkesehatan fisik

dengan status Pemutusan Hubungan Kerja pada tkegga

Iman Soepomo Menyebutkan dalam bukunya yang bdrjudu
Pengantar Hukum Perburuhisoal yang sangat penting, bahkan yang
terpenting bagi buruh dalam masalah perburuhanaladmal pemutusan
hubungan kerja. Berakhirnya hubungan kerja bagiulbuterarti
kehilangan mata-pencaharian, merupakan permulaan dagala
kesengsaraan. Disebutkan dalam undang-undang lmeuhang berhak
pula untuk mengakhiri hubungan kerja, tetapi dafamaktek majikanlah
yang banyak mengakhirinya, sehingga pengakhirasatalu merupakan
hubungan kerja oleh pihak majikan. Dijelaskan @iéegsan pemberhentian,
bahwa seorang buruh yang diberhentikan harus barhalk menentang
pemberhentiannya atas dasar bahwa pemberhentidgartidak beralasan,
melalui cara pengaduan dan jika perlu melalui pdit@a, badan arbitrase

atau badan lainnya yang tidak memihak atau badajaskena yang

*Abdul Hadi Kadarsuno, Judul Skripskeberapa Faktor yang Berhubungan dengan
Status PHK pada Tenaga Kerja di Kec. Banyumanikakegmarang Tahun 2008kripsi tidak
diterbitkan.

YIman SoepomoPengantar Hukum Perburuhadakarta: Ikrar Mandiri Abadi, Cet.ke-
10, 1992
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berwenang memeriksa dan mengambil putusan terhadab yang

dijadikan alasan pemberhentian.

Rocky Marbun menyebutkan dalam bukunya yang befjlalgan
Mau di-PHK Begitu Saj4 bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan
satu kata yang cukup mengguncang kebahagiaan rtengha seorang
pekerja. Pemutusann hubungan kerja sering menjadiak bagi setiap
orang yang mengharapkan upah/gaji yang biasa meamrkaa. PHK
seharusnya tidak dijadikan suatu hal yang mengeriRarasaan itu dapat
diatasi dengan mengetahui hak-hak sebagai pekeétgaharus memiliki
pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan iturselDgiebutkan pula
bahwa ruang lingkup ketenagakerjaan tidak sempetbatas dan
sederhana. Kenyataanya dalam praktik sangat kosgiek multidimensi.
Oleh karena itu, ada benarnya jika hukum ketenaged® mengatur
hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semwk mian perlu adanya
perlindungan pihak ketiga, yaitu penguasa (pernsadnnjika ada pihak-

pihak yang dirugikan.
. Metodologi Pendlitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai peratesal
diatas, maka dalam skripsi ini penulis menggunakeherapa metode

penelitian yang relevan dengan judul di atas, yaitu

1. Jenis Penelitian

**Rocky MarbunJangan Mau di-PHK Begitu Sajdakarta: Visimedia, 2010
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapandg&id research,
yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di linggan masyarakat
tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi makgargsosial)
maupun lembaga pemerintdhPenelitian akan dilakukan di Yayasan

Darul Husna Semarang.
2. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang penting dalam pieneli
Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adsudlyek dari
mana data yang diperoleh. Apabila penelitian menglan kuesioner
atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka esuddia
tersebut dinamakan responden, yaitu merespon atenjawab

pertanyaan-pertanyan peneliti baik pertanyaanlieraupun lisai®

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sursberber
primer atau utama, yaitu sumber yang diperoleh dang di
lapangarflyaitu berupa mekanisme pemutusan hubungan kerja di

Yayasan Darul Husna Semarang.

b. Data Sekunder

Hadari NawawiMetode Penelitian Bidang Sosi¥pgyakarta: Gadjahmada University
Press, Cet.ke-11, 1993, h. 114

205yharsini ArikuntoProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakiekarta: PT Rineka
Cipta, Cet.ke-11, 1993, h. 114
21saifuddin AzwarMetode Penelitiany ogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke-6, h. 94
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Data sekunder adalah data yang diperoleh melaliai i@an,
tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek p#iaeinya. Data
sekunder biasanya berwujud data dokumentasi ataulaj@oran yang
telah tersedid® Berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada

korban PHK dan pihak Yayasan Darul Husna Semarang.

c. Data Tertier
Data tertier adalah data pelengkap yang dapat aekamus,
internet atau yang berkenaan dengan pemutusan dgaiblerja.
3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang &daku
melalui pengamatan gejala-gejala (data) yang tanmaala obyek
penelitianz.3 Terdapat dua macam observasi, yaitu observasi
langsung dan tidak langsung. Penulis menggunakseradisi tidak
langsung karena penelitian dilaksanakan setelaistpe/situasi

atau keadaanya terjadi.

b. Wawancara
Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukankuntu

mendapatkan informasi secara langsung dengan nikayaj

22| i
Ibid, h. 94
ZHadari NawawiMetode Penelitian Bidang Sosialpgyakarta: Gadjahmada University
Press, Cet.ke-11, 1993, h. 67
*!Ibid, h. 68
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pertanyaan-pertanyaan kepada inforftamlapun Informan yang
penulis ajukan sejumlah pertanyaan adalah pihag gaRPHK dan
pihak Yayasan Darul Husna Semarang.
c. Studi Dokumen
Teknik ini berupa mencari dan mengumpulkan datageeai
suatu hal/variabel tertentu yang berupa catatamskip, buku,
surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, degethan lain
sebagainyd® Untuk memperoleh data yang benar-benar valid
penulis menggunakan metode dokumentasi yang laggivambil
dari obyek pengamatan (Yayasan Darul Husna Semjanagigputi
latar belakang berdiri dan kepengurusan.
4. Metode Analisa Data
Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan td&ain
cukup memadai, kemudian data tersebut dianalis&a @enulis.
Dikarenakan menganalisis data merupakan langkab gangat kritis
dalam penelitian, maka peneliti harus memastikda poalisis mana
yang akan digunakafAdapun metode analisis yang penulis gunakan
adalah metode deskriptif normatif, yaitu suatu rdetgemecahan

masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat demgenggunakan

%Joko SubagyoMetode Penelitian (Dalam Teori dan PrakteBpkarta: Rineka Cipta,
1999, Cet.ke-3, h. 39

**Mestika Zed Metode Penelitian Kepustakaalgkarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004,
h.3

?Ida Bagus MantraFilsafat Penelitian Dan metode Penelitian sosi¥logyakarta:
Pustaka Pelajar, Cet.ke-1, 2004, h. 132
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acuan norma hukum yang berlaku, yaitu Undang-untm@3 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

Sedangkan pola pemikiran dalam analisis penelitain
menggunakan pola berfikir induktif, yakni pemikirgang bertolak
dari fakta empiris yang didapat dari Yayasan D&tusna Semarang
yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhdengan
penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkaryaatpdiperoleh
dari Yayasan Darul Husna Semarang.

Langkah yang dilakukan adalah membuat kategorigkaie
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian altertengan
pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di Yayasanl Barsna
Semarang). Kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Wb dan
Hadits sebagai sumber hukum, yang mana untuk memgedari segi
hukum Islam ini, penulis menggunakan pendekatarny yaemandang

agama dari segi ajarannya yang pokok dan asliTadman?®

F. Sistematika Penulisan

Dalam uraian ini disusun dalam lima bab, antara Yeatg satu
sampai dengan bab yang lain merupakan uraian yarkgdinambungan.

Wujud dari uraian di atas digambarkan dalam sistikmaebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN, Dalam bab pendahuluan ini memuat

segala sesuatu yang bisa mengantarkan ke aram tpgmbahasan, pada

h. 28
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bab pendahuluan ini terdari dari: latar belakangsafeh, perumusan
masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustailetpde penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA, Dalam bab Il ini berisi tentang tinjauan hukum
tentang pemutusan hubungan kerja, dan tinjauan rhulslam tentang

pemutusan hubungan kerja.

BAB 1l PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 DI
YAYASAN DARUL HUSNA SEMARANG, Dalam bab Il ini berisi
tentang profil Yayasan Darul Husna Semarang, sekilangenai Undang-
undang No. 13 Tahun 2003, dan pelaksanaan pemuktugamgan kerja

di Yayasan Darul Husna Semarang.

BAB IV ANALISIS, Dalam bab IV ini berisi tentang analisis
terhadap pelaksanaan pemutusan hubungan kerjaydsaia Darul Husna
Semarang menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adgalisis
hukum Islam terhadap pelaksanaan pemutusan hublegandi Yayasan

Darul Husna Semarang.

BAB V PENUTUP, Dalam bab ini merupakan bab terakhir dari
seluruh pembahasan skripsi yang terdiri dari keslerp saran-saran, dan

penutup.



